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ABSTRACT

The study, entitled Legal Certainly of Criminal Sanctions Related to
Submission of Tax Return Based on Tax Law in Indonesia aims first to find out,
understand and analyze how legal certainty in submitting tax return from
taxpayers and find out how the formulation of criminal law should be related to
the submission of tax return according to taxation law in Indonesia.

The research used in this paper uses research method that are research
Normative Juridical literature, which is a library research that is a study of the
legislation and literature relating to the material discussed.

Based on the results of the study it can be concluded First: the imposition of
criminal sanctions in the provisions of Article 13A, Article 38 and Article 39 of
the KUP Law does not regulate the extent and there is no barometer regarding
negligence in the submission of tax return. Elements of submission of incomplete
tax return are not regulated in such a way in the KUP Law or its explanation so
that taxpayers do not know what the delivery of tax return which is deemed
complete is like what is not explicitly regulated. Second; Tax law enforcement
contains one of the norms in the provisions of criminal law must be in line with
the basic concepts of tax law. In the context of law enforcement to increase state
revenue, it is necessary to revise tax regulations, namely the KUP Law, especially
regarding criminal sanctions in submitting tax return. The revision of the
regulation must emphasize limits, barometers and the extent to which taxpayers
are said to be negligent and the extent to which elements are incorrect and
incomplete in the submission of tax return

Keywords : Criminal Sanction, Taxation, Tax Return



ABSTRAK

Penelitian yang berjudul Kepastian Hukum Sanksi Pidana Terkait
Penyampaian Surat Pemberitahuan Berdasarkan Hukum Perpajakan di Indonesia
bertujuan pertama untuk mengetahui, memahami serta menganalisis tentang
bagaimana kepastian hukum dalam penyampaian surat pemberitahuan dari wajib
pajak dan mengetahui bagaimana formulasi hukum pidana yang seharusnya terkait
penyampaian surat pemberitahuan menurut hukum perpajakan di Indonesia.

Metode Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode
penelitian Yuridis Normatif yang merupakan penelitian kepustakaan yaitu
penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur berkaitan dengan
materi yang dibahas.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Pertama: berlakunya sanksi
pidana dalam ketentuan Pasal 13A, Pasal 38 dan Pasal 39 UU KUP tidak
mengatur sejauh mana serta tidak terdapat barometer mengenai kealpaan dan
kesengajaan dalam pelanggaran tidak penyampaian surat pemberitahuan pajak
atau menyampaikan surat pemberitahuan pajak yang tidak benar, tidak lengkap.
Unsur penyampaian surat pemberitahuan yang tidak lengkap tidak diatur
sedemikian rupa dalam UU KUP maupun penjelasannya sehingga wajib pajak
tidak mengetahui penyampaian surat pemberitahuan yang dirasa sudah lengkap itu
seperti apa tidak diatur secara tegas. Kedua; penegakan hukum perpajakan
memuat salah satu norma dalam ketentuan hukum pidana harus selaras dengan
konsep dasar hukum perpajakan. Dalam rangka penegakan hukum untuk
meningkatkan penerimaan negara, perlu dilakukan revisi atas regulasi perpajakan
yaitu dalam UU KUP khususnya mengenai sanksi pidana dalam penyampaian
surat pemberitahuan pajak. Revisi atas regulasi tersebut harus mempertegas
mengenai batasan, barometer wajib pajak dikatakan lalai dan sengaja tidak
menyampaikan surat pemberitahuan dan unsur tidak benar dan tidak lengkap
dalam penyampaian surat pemberitahuan.

Kata Kunci : Perpajakan, Sanksi Pidana, Surat Pemberitahuan
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